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Kendalikan Inflasi, Ini Strategi Nelson Pomalingo Bersama OPD 

 

https://www.hulondalo.id/news/96412774254/kendalikan-inflasi-ini-strategi-nelson-pomalingo-bersama-opd 

Hulondalo.id - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memimpin rapat khusus membahas strategi 

pengendalian inflasi di Kabupaten Gorontalo Senin 27 Mei 2024. 

Bupati Nelson menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk 

merancang strategi pengendalian inflasi. 

Dalam rapat tersebut Bupati Nelson juga memaparkan beberapa langkah konkret yang diambil oleh 

dinas terkait. 

"Menurunkan angka inflasi perlu kolaborasi, kerja sama dengan semua pihak. Semua stakeholder 

terkait harus benar-benar menseriusi masalah inflasi yang kita hadapi," ujar Bupati Nelson. 

Bupati Nelson mengemukakan bahwa, arah pembangunan daerah harus difokuskan pada upaya-upaya 

penanggulangan inflasi. 

"Kita harus fokus membangun berdasarkan masalah inflasi. Mengingat inflasi masih tinggi, ini 

menjadi masalah yang harus kita pecahkan bersama," katanya. 

Lebih lanjut, Bupati Nelson mendorong penetapan target mingguan untuk memantau perkembangan 

dan efektivitas langkah-langkah pengendalian inflasi yang diambil. 

"Kita harus memiliki progres atau target setiap minggu sehingga kita bisa melihat apa yang efektif 

untuk menurunkan inflasi," jelas Nelson. 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Nelson memaparkan beberapa langkah konkret yang diambil oleh 

dinas terkait. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta untuk menggelar inspeksi pasar secara berkala setiap 

minggu. 

Dinas Pertanian diminta untuk mendistribusikan bibit kepada para petani, sementara Dinas Sosial 

bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. 
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"Rencana aksi harus melibatkan semua dinas terkait untuk menurunkan angka inflasi," pungkas 

Nelson. 

Bupati Nelson juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun langkah-langkah 

strategis dan berkoordinasi secara intens untuk memastikan setiap upaya yang dilakukan efektif 

dalam menekan laju inflasi di Kabupaten Gorontalo.* 

Editor: Maman Uloli 
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Catatan: 

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi 

Nasional:  

1. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat; 

b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan 

c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Pasal 4 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf b, mempunyai tugas: 

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan 

pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi; 

b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan 

kebijakan pengendalian inflasi nasional; 

c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi; 

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan/atau 

e. melakukan langkah-Iangkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan 

permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. 
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3. Pasal 4 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan 

wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari 

pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi. 

4. Pasal 4 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

5. Pasal 4 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap 

perlu. 

6. Pasal 5 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas: 

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan 

pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; 

b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten kota dengan 

memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada 

tingkat provinsi; 

c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota; 

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian 

Inflasi DaerahProvinsi; dan/atau 

e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan 

permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota. 

7. Pasal 5 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh 

bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta 

sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerahyang terkait dengan 

inflasi. 

8. Pasal 5 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

9. Pasal 5 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 

tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang 

dianggap perlu. 

10. Pasal 6 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan 

tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian 

Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

11. Pasal 6 ayat (3), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil 

pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara 

triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
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12. Pasal 7 ayat (1), Ketentuan mengenal mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi 

Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah 

Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. 

13. Pasal 7 ayat (2), Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Menteri Dalam Negeri. 

14. Pasal 8, Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas: 

a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, serta sumber lain yang sah; 

b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan 

c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah. 

15. Pasal 9, Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan 

Pejabat Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tidak mengurangi wewenang serta independensi 

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

B. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah Kabupaten/Kota: 

1. Pasal 8 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi 

dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi 

Kabupaten/Kota. 

2. Pasal 8 ayat (2), Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum 

rapat koordinasi yang terdiri atas: 

a. rapat koordinasi nasional;  

b. rapat koodinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;  

c. rapat koordinasi pusat dan daerah;  

d. rapat koordinasi satu provinsi;  

e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan  

f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah. 
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3. Pasal 12 ayat (1), Rapat koodinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) huruf c merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan 

kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah. 

4. Pasal 12 ayat (2), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

5. Pasal 12 ayat (3), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku 

Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku 

Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. 

6. Pasal 13 ayat (1), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk 

pengendalian inflasi. 

7. Pasal 13 ayat (2), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

8. Pasal 13 ayat (3), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri 

oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah 

provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. 

9. Pasal 13 ayat (4), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan 

memimpin Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Rapat 

digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah 

Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. 

10. Pasal 13 ayat (5), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota 

berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka 

keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. 

11. Pasal 16, Dalam hal diperlukan, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 

(2) dapat mengundang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi 

Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku 

kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. 

12. Pasal 17 ayat (1), Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja atau Sekretariat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) 

bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 
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Pasal 17 ayat (2), Dalam hal diperlukan, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja 

Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga 

Pemerintah NonKementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. 


